
 

                                                                       

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA 
NOMOR:      19      TAHUN 2011 

 

TENTANG  
 

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAMUJU UTARA, 
 

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak  Daerah  dan   
Retribusi Daerah yang menetapkan pemungutan Retribusi 
Tempat Khusus Parkir , sehingga dipandang perlu diatur 
dalam Peraturan Daerah; 

  b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud 
huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang  Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Republik  Indonesia   Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Republik  Indonesia   Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

  3. Undang-Undang Republik  Indonesia   Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048); 

  4. Undang-Undang Republik  Indonesia   Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara  Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

  5. Undang-Undang Republik  Indonesia   Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten  
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4270); 

  7. Undang-Undang Republik  Indonesia   Nomor 26 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4422); 

  8. Undang-Undang Republik  Indonesia   Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 



 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

  9. Undang-Undang Republik  Indonesia   Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  10. Undang-Undang Republik  Indonesia   Nomor 12  Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Jenis 
Tata Cara Pemberian  Dan Intensif Pemungutan Pajak 
Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

  14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah;  

  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi  Daerah; 

  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang 
Retribusi Daerah; 

  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 
tentang Kewenangan Kabupaten dan Kota. 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
MAMUJU UTARA 

 

dan 
 

BUPATI MAMUJU UTARA, 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   :   PERATURAN   DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI TEMPAT 
KHUSUS PARKIR 

 



 

B A B  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara; 
b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara; 
c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan 

Daerah dan atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Kabupaten Mamuju Utara; 

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten 
Mamuju Utara; 

f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Mamuju 
Utara; 

g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat 
sementara;  

h. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu, tempat 
khusus parkir yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai tempat 
parkir kendaraan bermotor;  

i. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik 
yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta 
tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;  

j. Retribusi Jasa Usaha adalah retrlbusi atas jasa yang disediakan oIeh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta;  

k. Jasa Pelayanan adalah Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat 
Pengguna;  

l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi;  

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;  

n. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 
Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi; 

o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;  

p. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi; 

q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat 
melakukan tagihan retribusi atau sanksi retribusi berupa bunga atau denda ; 

r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 
mengolah, data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan 
kepenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi ; 

s. DJKN adalahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara; 
t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah, data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan 
kepenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi  

 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 



 

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus 
disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 3 
 

(1)  Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir 
adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2)  Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

 
Pasal 4 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat 
khusus parkir.  

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

BAB I V 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 

Pasal 6 
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan 
jangka waktu penggunaan tempat khusus  
 

BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besararnya tarif Retribusi Tempat 
Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 
layak.  

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkr tersebut 
dilakkan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar. 

 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 

Pasal 8 
 

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis parkir dan jenis kendaraan 
(2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan atas tarif pasar yang berlaku didaerah 

setempat. 
(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku slit ditemukan /diperoleh, maka tarif 

ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang 
merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi: 
a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa. 
b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa 

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi 
a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk 

pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan 



 

bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/priodik lainnya yang berkaitan 
langsung dengan penyediaan jasa. 

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi um, dan biaya 
lainnya yang mendukung penyediaan jasa; 

c.  Biaya modal yang berkaiatan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva 
lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran, 
sewa tanah dan penyusutan aset. 

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf  b ditetapkan dalam 
persentase tertentu dari total biaya biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) dan 
dari modal. 

(6) Struktur  dan besarannya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), 
dan (5) ditetapkan sebagai berikut: 

 

Jenis Tempat Parkir dan           Tarif  

Kendaraan Bermotor Rp,- Satuan 

Pelataran/Lingkungan   

- Sedan, jeep, Mini Bus  2. 000 /Sekali Parkir 

- Pick Up dan sejenisnya 2.000 /Sekali Parkir 

- Bus, truck dan Sejenisnya 2.500 /Sekali Parkir 

- Alat Besar Lainnya 2.000 /Sekali Parkir 

- Sepeda Motor 1.000 /Sekali Parkir 

Taman   

- Sedan, jeep, Mini Bus  2. 000 /Sekali Parkir 

- Pick Up dan sejenisnya 2.000 /Sekali Parkir 

- Bus, truck dan Sejenisnya 2.500 /Sekali Parkir 

- Alat Besar Lainnya 2.000 /Sekali Parkir 

- Sepeda Motor 1.000 /Sekali Parkir 

Gedung   

- Sedan, jeep, Mini Bus  2. 000 /2 (Dua) Jam 

- Pick Up dan sejenisnya 2.000 /2 (Dua) Jam 

- Bus, truck dan Sejenisnya 2.500 /2 (Dua) Jam 

- Alat Besar Lainnya 2.000 /2 (Dua) Jam 

- Sepeda Motor 1.000 /2 (Dua) Jam 
 

Pasal 9 
 

(1)  Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali 
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 
 

 
BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
 

Pasal 10 
 

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir 
diberikan  
. 

BAB VIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI 

 

Pasal 11 
 

Masa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jangka waktu yang lamanya 
sama dengan : 
a. 1 (satu) kali parkir. 
b. 1 (satu) bulan, atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. 

 



 

 
Pasal 12 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

 
Pasal 13 

 
(4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) tahun sekali 
(5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
(6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 
 
 

BAB IX 
 

TATA CARA PEMBAYARAN 
 

Pasal 14 
 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti yang telah diporporasi. 
(3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 
(4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke kas daerah. 
(5) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan 

penundaan pembayaran retribusi diatur dalam peraturan Bupati. 
 

Pasal 15 
 

(1)  Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas; 
(2)  Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada 

Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam 
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 

(3)  Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 

Pasal 16 
 

(1) Retrbusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan 

(3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak 
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan atau STRD. 

(4) Dalam halwajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yan tidak atau kurang dibayar 
dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului 
dengan surat teguran. 

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 

 
BAB X 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 

Pasal 17 
 

(1)  Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi; 



 

(2)  Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 

 
BAB XI 

SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 18 

 

Dalam hal wajib retribusi tertentu, tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dkenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua  persen) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dari ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

 

BAB Xll 
TATA CARA PENAGIHAN 

 
 

Pasal 19 
 

Dengan hal wajib retribusi tertentu, tidak membayar tepat pada atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap 
bulan dari retribusi atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
 

Pasal 20 
 

(1) (Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan STRD dan surat keputusan keberatan yang tidak atau kurang 
dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN). 

(2) Penagihan retribusi melalui DJKN dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB XVI 

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN 
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 

Pasal 21 
 

(1)  Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 
Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; 

(2)  Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan 
pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan 
utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala 
Daerah; 

(3)  Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas 
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran 
retribusi selanjutnya. 

 
 

Pasal 22 
 

(1)  Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah 
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, 
diterbitkan SKRLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; 

(2)  Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkan SKRLB. 

(3)  Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRLB, Kepala Daerah memberikan imbalan 
bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
retribusi. 

 

 



 

Pasal 23 
 

(1)  Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini 
dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; 

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini 
diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti 
pembayaran. 

  
 

BAB XVII 
KEDALUWARSA 

 

Pasal 24 
 

(1)  Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) 
tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang retribusi; 

(2)  Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
tertangguh apabila : 
a.  Diterbitkan Surat Teguran dan atau; 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun 

tidak langsung. 
 

 

BAB XVIII 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

YANG KEDALUWARSA 
 

Pasal 25 
 

(1)  Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitng sejak saat terutangnya retribusi 
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; 

(2)  Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika : 
a. diterbitkan Surat Teguran, atau : 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun 

tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan prmohonan kebrtan oleh Wajib Retribusi. 
 

Pasal 26 
 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwasa diatur dengan 
Peraturan Peraturan Bupati   

 
 

 
 
 
 
 



 

BAB XIX 
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI PARKIR 

 

Pasal 27 
 

(1)  Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan oleh Kepala Daerah; 
(2)  Penentuan Lokasi Parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul 

Dinas Perhubungan; 
(3)  Penetapan Lokasi Parkir harus memperhatikan : 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); 
b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; 
c. Kebersihan dan keindahan lingkungan; 
d. Kemudahan bagi pengguna jasa. 

 

BAB XX 
INSTANSI PEMUNGUT 

 

Pasal 28 
 

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 

BAB XXI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 29 
 

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan 
oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 
 

BAB XXII 
KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 30 
 

(1)  Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan 
keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 
pelanggaran. 

 

BAB XXIII 
PENYIDIKAN 

 

Pasal 31 
 

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah; 

(2)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: 
a.  Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar 
keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b.  Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang RetribusiDaerah; 

c.  Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e.  Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 



 

g.  Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada 
huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah; 

i.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j.  Menghentikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut 
Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB XXIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 33 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara. 

 

Ditetapkan di Pasangkayu 

pada tanggal 31 Desember 2011 

    BUPATI MAMUJU UTARA 

      

    Ttd 

 

    H. AGUS AMBO DJIWA 

 
Diundangkan di Pasangkayu 
Pada tanggal 31 Desember 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA 
                      
Ttd 
 
Drs.H. M.NATSIR, MM. 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 
...........        
          

 


